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ABSTRAK 

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 

PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA SEBAGAI  

BENTUK TINDAK PIDANA KEKERASAN 

 DALAM RUMAH TANGGA 

 

 

Oleh 

FARIS ARFANANDA 

 

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat 

dilakukan melalui hukum pidana. Penetapan tindak pidana kekerasan pada anak 

dan upaya kekerasan pada anak dengan hukum pidana, melalui berbagai tahap, 

walaupun terkadang pula upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam 

rumah tangga, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun dikatakan 

bahwa hal ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana 

masih belum menepatkan pola jelas. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 

Bagaimanakah peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penelantaran 

Anak Oleh Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga dan Upaya apakah yang dilakukan oleh Kepolisian dalam Penyidikan 

Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan yuridisempiris. Sumber data: Data Primer dan Data Skunder. 

Narasumber: Penyidik Kepolisian Resor Lampung Utara, Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara 

serta Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Peran Kepolisian dalam 

Penyidikan Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Sebagai Bentuk 

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Kepolisian melakukan 

penyidikan terhadap setiap perkara yang ada dengan syarat telah memenuhi dua 

alat bukti pemulaan yang sah. Penuntut Umum menindaklanjuti perkara tersebut 

sesuai dengan kewenangannya, yaitu menuntut dan menyusun dakwaan, serta 

Hakim memutus semua perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan dengan 

berdasarkan dakwaan-dakwaan mengenai anak terlantar, baik dengan 

menggunakan KUHP atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Undang-

Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang  telah disusun oleh 

Penuntut Umum. Dan upaya Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana 

Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh internal Diskrimsus Polres Lampung 



Utara telah dilakukan melalui 3 (tiga) cara yakni: upaya represif, upaya preventif 

dan upaya pre-emtif. 

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya para penegak hukum lebih 

meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat lebih tahu tentang 

konsekuensi atau ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penelantaran 

anak yang merupakan tindak pidana yang ada ancaman pidananya atau dapat di 

pidana. Serta perlunya dilakukan tindakan tegas oleh pemerintah terhadap pelaku 

penelantaran anak karena mengingat penelantaran anak merupakan suatu tindak 

kekerasan dalam rumah tangga dan perilaku tersebut bertentangan terhadap norma 

dan moral. 

 

Kata Kunci: Peraan Kepolisian, Penelantaran Anak.oleh Orang Tua, Tindak 

Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya. Kutipan Pasal ini sudah secara jelas menerangkan bahwa setiap 

orang pada negara republik Indonesia berhak untuk hidup hal ini tidak hanya 

mencakup orang dewasa tetapi juga mencakup anak, hal ini juga jelas 

dicantumkan pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia yang berbunyi:  

 

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan an diskriminasi". Maka dalam hal ini 

jelas bahwa Pasal 28A dan Pasal 28B Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengatur tentang hak hidup setiap manusia 

di negara Indonesia. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak, yakni berusia maksimal 18 (delapan belas) 

Tahun, termasuk yang terkategori anak adalah anak yang masih dalam kandungan. 

 

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya 

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, 

potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa 

dan Negara di masa depan. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab 
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tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental, maka 

diperlukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak 

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya 

perlakuan tanpa diskriminasi.1 

 

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda 

penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri 

dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada 

masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung 

jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan 

berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan 

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya 

serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.2 

 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak 

khususnya di Indonesia telah diatur secara tegas di dalam sebuah instrument 

hukum yakni sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan secara khusus Indonesia telah mengatur dan memberikan perlindungan 

pada anak dalam sebuah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan 

hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai 2 upaya perlindungan hukum 

                                                             
1   Sukardi, D. Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum 

Positif dan Islam. Jurnal Kajian Hukum Islam. 1(2), 2016, 184– 196. 
2    M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8. 
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terhadap hak asasi manusia anak yang perlu dan wajib mendapatkan kehidupan 

yang layak dan sejahtera.3 

 

Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas 

keturunan dengan cara ilegal, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor 

ekonomi dan sosial, serta penyakit psikis (cacat mental) yang diderita oleh anak. 

Seorang anak yang dengan sengaja ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya 

sendiri seringkali disebut dengan anak buangan. Tindak pidana terhadap pelaku 

penelantaran anak seperti yang di jelaskan dalam Pasal 305 KUHP bahwa “barang 

siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh Tahun disuatu tempat supaya 

dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada 

pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya 

lima Tahun 6 bulan”. 

 

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang 

memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif 

yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. 

Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang 

penghidupan dan kehidupan bernegara, bagi masyarakat dan berkeluarga 

berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan untuk kesejahteraan anak.4 

 

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat 

dilakukan melalui hukum pidana. Penetapan tindak pidana kekerasan pada anak 

dan upaya kekerasan pada anak dengan hukum pidana, melalui berbagai tahap, 

                                                             
3    Soemitro, Irma S. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bumi Aksara. Jakarta, 1990 
4   Moch Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, CV. Mandar Maju. Cetakan l. 

Bandung, 2005, hal. 2. 
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walaupun terkadang pula upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam 

rumah tangga, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun dikatakan 

bahwa hal ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana 

masih belum menepatkan pola jelas. Sistem peradilan pidana, baik hukum pidana 

positif maupun penerapannya pada dasarnya lebih banyak memberiakan 

perlindungan yang abstrak.5 

 

Adapun di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

disebutkan bahwa Ayat (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, 

atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak 

mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi 

maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, 

Ketidakadilan perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali, atau 

pengasuh anak melakukan segala bentuk penelantaran sebagaimana dimaksud 

dalam Ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.  

 

Contoh kasus dari penelantaran anak ini adalah Kasus penelantaran anak di 

Cibubur berawal dari laporan warga bahwa ada anak laki-laki berusia 8 Tahun 

berinisial AD yang sudah sebulan berkeliaran di sekitar kompleks Perumahan 

Citra Grand Cibubur, karena anak tersebut tidak diizinkan masuk ke rumah oleh 

orang tuanya. Kasus dugaan penelantaran anak yang dilakukan oleh Utomo dan 

Nurindria terkuak setelah polisi menggeledah salah satu rumah di Cluster Nusa II 

Blok R RT 03/RW 11 Perumahan Citra Grand Cibubur. Setelah mendapat 

                                                             
5 Abitoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Fakultas Hukum Universitas Jember, Hlm 3 
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laporan, polisi menyelamatkan anak-anak tersebut dan mengamankan orang tua 

mereka, Utomo dan Nurindria, karena adanya dugaan penelantaran anak.  

 

Dalam perkembangan, kedua pasangan suami istri tersebut positif mengkonsumsi 

narkoba, dan dalam penggeledahan dari sebuah kamar juga ditemukan sabu-sabu 

seberat 0,58 gram, alat isap atau bong, dan kertas aluminium. Orangtua penelantar 

anak di Cibubur, T (45) dan N (42), ditetapkan menjadi tersangka. Keduanya 

ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya analisis aspek psikologis keduanya 

dan visum (visum et repertum) terhadap anak-anaknya. Polisi pun bakal menjerat 

mereka dengan pasal berlapis. Keduanya dianggap melanggar Pasal 78 Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 44 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mereka 

terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. 

 
Mengenai penjelasan dan contoh kasus di atas alasan penulis mengambil judul 

Peran Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang 

Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah 

Banyaknya kasus penelantaran anak di Indonesia yang terjadi, namun tidak diikuti 

dengan penegakan hukum  terhadap orang tua yang telah menelantarkan anak dan 

tidak mencerminkan perlindungan kepada anak, yang dimana anak merupakan 

anugerah dari tuhan YME yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh orang 

tua untuk menjaga dan membesarkannya dan apalagi pada kasus penelantaran ini 

menyebabkan salah satu anak terlantar diluar rumah dan anak-anak yang lain 

mengalami gizi buruk dan mengetahui bagaiaman peran para penyidik untuk 

mengurangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis Skipsi 

dengan judul: “Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penelantaran 

Anak oleh Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah 

Tangga”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka permasalahan yang 

diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana 

Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga? 

b. Upaya apakah yang dilakukan oleh Kepolisian dalam Penyidikan Tindak 

Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini memiliki ruang lingkup keilmuan dalam Peran Penyidik dalam 

Menanggulangi Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Sebagai 

Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga lingkup lokasinya yaitu 

pada daerah hukum kekuasaan Kepolisian Bandar Lampung Tahun 2021 sampai 

dengan 2022. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana 

Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian dalam Penyidikan 

Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak 

Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang 

berkenaan dengan Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Sebagai 

Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan khususnya dalam menanggulangi Tindak Pidana Penelantaran Anak 

Oleh Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

dan bagaimana penyelesaian tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua 

sebagai bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

a) Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan 

abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada 

dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial 

yang dianggap relevan untuk penelitian.6 Dalam penulisan skripsi ini, suatu 

teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar suatu pemikiran, adapun teori-teori 

yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah : 

 

a. Teori Peran 

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah proses dinamis kedudukan 

(status).7 Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara 

kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 

Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada 

yang lain dan sebaliknya. Peran terbagi menjadi :  

a) Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oeh seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku 

dalam kehidupan masyarakat, pengaturan peran dalam pelaksannaan 

fungsi diatur dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, tugas pokok 

diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 dan kewenangan diatur 

dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002.  

b) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan 

atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Pengaturan 

mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan peran diatur dalam 

Pasal 5, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 20 KUHP. 8 

                                                             
6   Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 125. 
7  Soerjono Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 212- 

213. 
8 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rienka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 243-244 
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c) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya 

dilakukan yang sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.  

 

 

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal 

sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha 

pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan 

yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.9 Tujuan akhir dari politik kriminal 

atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai 

tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti 

kebahagian warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang 

sehat dan menyegarkan.  

 

Kesejahtaraan masyarakat sosial welfare atau untuk mencapai 

keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri. 

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara 

politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana 

teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh 

Barda Nawawi Arief mengenai criminal policy. Upaya penanggulangan 

kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal 

(hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum 

pidana).  

 

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan 

pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) 

                                                             
9    Barda Nawawi Arief, 1996, Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara, Semarang: Penerbit 

Undip, hlm.31 
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sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih 

menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan, penangkalan, atau 

pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat 

jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, 

maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif 

penyebab terjadinya kejahatan.  

 

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah 

atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung 

dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik 

kriminil secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal 

menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminil. 

Menurut Gene Kassebaum penanggulangan kejahatan dengan 

menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua 

peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai older philosophy of crime 

control.10  

 

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief tiga alasan mengenai perlunya 

pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:11 

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-

tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh 

untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan 

bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan 

antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-

masing. 

                                                             
10   Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 

hlm. 14 
11    Ibid, hlm. 67 
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b. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai 

arti saat sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu 

reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu 

dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. 

c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan 

kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak 

jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat. 

 

Menurut Soedarto apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat 

dalam hubungan keseluruhan politik kriminil atau social defence planning 

yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan 

nasional. Politik kriminil menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan 

Barda Nawawi Arief adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional 

usaha-usaha pengendalian kejahata oleh masyarakat. Tujuan akhir dari 

kebijakan kriminil adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan 

utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagian 

warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; 

kesejahteraan masyarakat; dan mencapai keseimbangan.12 

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal misalnya 

penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan 

tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui 

pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan 

remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainya secara kontinyu oleh polisi 

dan aparat keamanan lainya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang 

yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari 

usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial 

                                                             
12    Barda Nawawi Arief dan Muladi, Op, Cit, hlm. 103 
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tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif 

terhadap kejahatan. 

 

b) Konseptual 

 

 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-

konsep yang diteliti.13 Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu 

yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti di dalam proses pengumpulan, 

pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan ini yang menjadi 

kerangka konseptual adalah sebagai berikut: 

 

a. Peran, sesuatu yang dimainkan atau dijalankan “tugas atau kewajiban 

seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai 

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 

dalam masyarakat. 

b. Penyidikan, dalam Pasal 1 nomor 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang 

dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana 

menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka. 

c. Penelantaran Anak, Penelantaran anak adalah praktik melepaskan 

tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal, hal ini 

disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta 

penyakit psikis (cacat mental) yang diderita oleh anak. 

                                                             
13 Soerjono Soekanto, Op.Cit), hlm 132. 
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d. Tindak Pidana, adalah perbuatan yang melanggar larangan yang di atur 

oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi berupa sanksi pidana.14 

e. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah 

Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, 

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 

seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan dalam penulisan, dan pengembangan terhadap isi skripsi ini 

maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. sistematika penulisan 

skripsi ini terdiri dari 5 bab yang diorganisirkan kedalam bab demi bab sebagai 

berikut :  

 

I. PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika 

penulisan.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan kekerasan terhadap 

anak dibawah umur dan kekerasan dalam rumah tangga. 

 

III. METODE PENELITIAN  

                                                             
14  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal 

unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/ 
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Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta 

Analisis Data.  

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

penelitian, terdiri dari Peran Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana 

Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga serta faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tindak 

kekerasan terhadap anak dibawah umur oleh orang tua.  

 

V. PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan 

kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum Mengenai Anak 

1. Pengertian Anak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan anak adalah 

keturunan atau manusia yang masih kecil.15 Anak secara umum menurut Konvensi 

hak Anak diartikan manusia dengan batasan umur 18 Tahun, tetapi diberikan 

pengakuan terhadap batasan umur berbeda yang dapat ditetapkan dalam 

perundangan nasional.16 Sedangkan Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 

tentang sistem peradilan pidana Anak, pengertian anak menurut Undang-undang 

ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.  

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undang:  

a. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

Yang disebut “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua 

puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin” (Pasal 1 butir 2).  

b. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

menyebutkan kriteria seorang anak dalam Pasal 1 angka (1) bahwa: “anak 

adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) 

Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum 

pernah kawin”. 

c. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia adalah "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 

                                                             
15 Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 81 
16 Ima Susilowati 2003, dkk, Pengertian Konvensi Hak Anak, (Jakarta: UNICEF), hal 3 
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(delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"  

d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana dijelaskan “Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah 

anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.  

e. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak 

dijelaskan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 

 

Dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-

Undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah 

seseorang yang belum mencapai usia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan, dan belum pernah menikah. Dalam hal ini berarti anak yang dimaksud 

adalah anak masih di bawah umur dewasa yang masih memerlukan pengasuhan, 

pendidikan, pembinaan, perlindungan dan pengayoman. Hak anak merupakan hak 

yang melekat dalam diri seorang anak yang merupakan bagian dari hak asasi 

manusia.  

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan 

dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang 

dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap 

dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru 

yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia 

bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan 

datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang 

maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, 

Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan 
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bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-

kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.17 

Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan 

cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga 

dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan 

buruk seseorang karena tugas bagi semua orang untuk melindungi sesama 

manusia terutama anak. Pembahasan mengenai anak, diperlukan suatu perumusan 

yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur.  

Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat 

mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk 

menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini 

dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat 

pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda 

antara satu perundangan-undangan dengan perundang undangan lain. Berikut ini 

uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan: 

1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia menyatakan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya”. 

 

 

                                                             
17 D.Y. Witanto, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 59. 
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2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak menyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 

 

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang  

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa “anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan”. 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang 

selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana”. Kemudian angka 4 menyatakan bahwa “anak yang menjadi 

korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, 

mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. 

 

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam 

pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai 

hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan 
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hukum yang berlaku Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek 

hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang 

untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang 

layak. Misalnya Pengertian anak dalam KUHP dapat diambil contoh dalam 

Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah 

umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. 

 

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi 

atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, yaitu:18 

a. Pidana Pokok terdiri atas: 

1. Pidana peringatan; 

2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, 

pelayanan masyarakat, atau pengawasan; 

3. Pelatihan kerja; 

4. Pembinaan dalam lembaga; 

5. Penjara. 

 

b. Pidana Tambahan terdiri dari: 

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 

2. Pemenuhan kewajiban adat. 

 

Proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan 

orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan 

kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di mana 

keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu.  

 

 

                                                             
18  Lihat Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak.  
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2. Perlindungan Hukum terhadap Anak  

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat 

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau 

dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus 

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara 

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.19 

Berikut merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dari pendapat para 

ahli, sebagai berikut:  

a. Menurut Raharjo (1993), perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman pada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.  

b. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak 

asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan 

hukum dari kesewenangan. 

c. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman 

dari pihak manapun.20 

 

 

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

dalam penjelasanyan Pasal 2 huruf a menyatakan bahwa perlindungan anak 

meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan 

membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. maka perlindungan hukum 

adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, 

                                                             
19  Rahardjo, S. (1993). Penyelenggarakan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. 

Jurnal Masalah Hukum. Bandung. 
20 Alfons, M. (2010). Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk 

Masyarakat Lokal dalam Presfektif Hak Kekayaan Intelektual. Universitas Brawijaya. Malang. 
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mental, social, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial yang 

sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan 

antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) yang dimaksud perlindungan 

anak adalah segala kegiatanuntuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi.  

Adapun Bentuk Perlindungan meliputi:  

a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis  

1. Perlindungan bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan hukum humaniter. Perlindungan khusus bagi anak 

korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik 

bersenjata, meliputi:  

a) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, 

pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, 

dan persamaan perlakuan;  

b) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat 

dan anak yang mengalami gangguan psikososial.  

2. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang 

berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:  

a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan 

hak-hak anak;  

b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;  

c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus 

3. Perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:  

a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;  

b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa 

dan untuk menghindari labelisasi;  

c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, 

baik fisik, mental, maupun sosial; dan  

d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkara.  

 

b. Perlindungan hukum non yuridis  
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1. Perlindungan di bidang Kesehatan  

a) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan 

upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.  

b) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak 

jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah 

wajib memenuhinya.  

c) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan 

agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam 

kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan. 

 

 

B. Peran Penyidik Menurut KUHAP 

1.  Pengertian Peran Penyidik 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

dinyatakan bahwa penyidikan tindak pidana merupakan sub sistem atau bagian 

yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Proses penegakan 

hukum pidana merupakan satu rangkaian proses hukum yang dimulai dari tahapan 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Penyidik adalah pejabat 

polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum 

pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri “sistem peradilan pidana mempunyai empat komponen, sebagaimana yang 

lazim dikenal dalam ilmu kebijakan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan”.21 Kepolisian merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, telah diatur secara lebih rinci 

tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia 

                                                             
21 Mahmud Mulyadi, 2008, Criminal Policy, Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non Penal 

Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 23. 
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dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta 

melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil 

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (KUHAP). 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta 

terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, 

terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan 

nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.  

Kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, 

perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam 

rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum dan sebagai bagian integral 

fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu 

luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan 

hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang 

dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari 

bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat 

administrasi dan bukan kompetensi pengadilan. 

Polisi berperan sebagai Penyelidikan merupakan tindakan awal permulaan dari 

penyidikan. Penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud 

untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat 



24 
 

dilakukan tindak lanjut penyelidikan, tujuan penyelidikan untuk tidak melakukan 

tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.  

Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan 

atau penahanan, harus lebih dahulu mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai 

landasan tindak lanjut penyidikan. dalam penerapan asas praduga tak bersalah 

yaitu tersangka harus pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. 

Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia 

tersangka.22 

Penyidikan terhadap perkara anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 26 Ayat (1) dilakukan oleh 

penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian negara 

Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian negara 

Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberian perlindungan 

terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan 

maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu 

ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara 

khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan keadilan 

restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, 

korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama 

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula, dan bukan pembalasan. 

 

                                                             
22 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 

Penuntutan, (Sinar Grafika: Jakarta, 2013) hlm. 31. 
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C. Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak 

1. Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak 

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain 

penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk 

menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu 

memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan 

terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku 

kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat 

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. 

Menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto: Hukum 

dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, 

dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh 

masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam 

pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan 

mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia 

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu 

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan 

normatif mengenai kesalahannya.23 

Apabila sarana pidana diguanakn untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan 

dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai 

hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada 

suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana 

                                                             
23   Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 7 
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merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan 

menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah 

merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik. 

Perbuatan dan langkah pencegahan kekerasan pada anak secara komprenhensif ke 

dalam sistem peradilan. Sistem hukum yang ada, ada baik peradilan anak, pidana 

dan perdata, seluruh peraturan dan prosedurnya harus sedemikian rupa sehingga 

sensitif dengan kebutuhan anak dan keluarga. Tentu dalam hal ini harus ditunjang 

pula dengan jumlah tenaga hakim, pengacara, staf pengadilan terlatih yang 

memadai. Bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua diperlukan kebijakan, 

layanan, sumberdaya, dan pelatihan pencegahan kekerasan pada anak yang 

konsisten dan terus menerus. Upaya pencegahan ini meliputi :  

1. Pencegahan Primer, Pencegahan ini dilakukan untuk semua orang tua dalam 

upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan dan menjaga agar perlakuan 

salah atau abuse tidak terjadi, meliputi perawatan anak dan layanan yang 

memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan life 

skillbagi anak. Yang dimaksud dengan pelatihan life skill meliputi 

penyelesaian konflik tentang kekerasan, keterampilan menangani stress, 

management sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi 

interpersonal secara efektif, tuntunan atau guidance dan perkembangan anak, 

termasuk penyalahgunaan narkoba.  

 

2. Pencegahan sekunder, Pencegahan ini ditujukan bagi kelompok masyarakat 

dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan keterampilan pengasuhan, 

termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar perlakuan salah 

tidak terjadi pada generasi berikut. Kegiatan yang dilakukan disini 

diantaranya dengan melakukan kunjungan rumah bagi orang tua yang baru 

mempunyai anak yang melakukan self assesment apakah mereka melakukan 

kekerasan pada anak di kemudian hari.  

 

3. Pecegahan Tersier, Pencegahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

kemampuan pengasuhan yang menjaga agar perlakuan salah tidak terulang 

kembali, disini yang dilakukan adalah layanan terpadu untuk anak yang 

mengalami korban kekerasan, konseling, pelatihan tata laksana stress. 
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Hambatan dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak antara lain:  

1. Kurangnya minat masyarakat dan orang tua dalam mengikuti penyuluhan 

tentang faktor dan dampak kekerasan anak.  

 

2. Kurangnya masyarakat ataupu orang tua dalam menanggapi tentang 

kekerasan anak. Hal ini karena menurut orang tua ataupun masyarakat tidak 

menganggap serius dampak dari kekerasan anak.  

 

3. Kurangnya pendidikan orang tua yang menyebabkan kurangnya pengertahuan 

orang tua yang tidak mengetahui mencegah kekerasan anak ataupun dampak 

dari kekerasan anak.  

 

4. Tidak pedulinya masyarakat dalam terjadinya kekerasan terhadap anak, 

karena banyaknya masyarakat yang membiarkan terjadinya kekerasan 

terhadap yang terjadi di masyarakat itu sendiri. 

 

D. Ruang Lingkup Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga 

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-

Undang No 23 Tahun 2004 dalam Pasal 5 mengatur bahwa karakter kejahatan 

dalam keluarga, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa “ Di dalam 

rumah tangga setiap orang dilarang melakukan kekerasan. 

 

2. Jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Bentuk KDRT yang terjadi sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, 

seksual, dan kekerasan berupa penelantaran. Berbagai bentuk kejahatan tersebut 

merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagaimana diatur 
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dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) yang bertujuan agar 

korban KDRT terutama perempuan mendapatkan perlindungan hukum.24 

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

meliputi: 

a. Kekerasan Fisik Kekerasan dalam rumah tangga secara fisik merupakan suatu 

perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat. 

Kekerasan fisik ini ada dua macam, yaitu kekerasan fisik berat dan kekerasan 

fisik ringan :  

1) Kekerasan fisik berat adalah berupa penganiayaan yang berat seperti 

menendang, memukul, menyudut. Bisa juga melakukan percobaan 

pembunuhan ataupun melakukan pembunuhan serta semua perbuatan 

lainya yang bisa mengakibatkan cedera berat, pingsan, luka berat pada 

tubuh korbannya dan atau luka yang sulit utuk disembuhkan atau juga 

yang menimbulkan bahaya kematian, membuat korban kehilangan salah 

satu panca indera, mendapatkan  cacat, menderita sakit lumpuh, 

terganggunya daya pikir korban selama 4 minggu lebih, gugur atau 

matinya kandungan seorang wanita dan kematian korban.  

2) Kekerasan fisik ringan adalah menampar, menjambak rambut, 

mendorong dan perbuatan lainya yang dapat mengakibatkan cidera 

ringan, rasa sakit dan juga luka fisik, yang tidak masuk dalam kategori 

kekerasan fisik berat. Adapun jika seseorang melakukan  repitisi 

kekerasan fisik ringan, maka dapat dimasukkan ke dalam  kategori 

kekerasan berat.  

3) Kekerasan Psikis sebagaimana kekerasan secara fisik, kekerasan psikis 

dibagi menjadi 2 macam, yaitu kekerasan psikis berat dan ringan.  

 

b.  Kekerasan psikis berat berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, 

tindakan eksploitasi, kewenangan, tindakan kerendahan dan juga penghinaan. 

Bisa juga berupa tindakan dan atau ucapan yang dapat merendahkan atau 

menghina, tindakan penguntitan, berupa ancaman kekerasan fisik ancaman 

seksual dan juga  ekonomis yang masing-masingnya dapat mengakibatkan 

penderitaan psikis pada korban.  

 

c.   Kekerasan psikis ringan berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, 

tindakan eksploitasi, kewenangan, tindakan kerendahan dan juga penghinaan. 

Baik itu tindakan dalam bentuk pelanggaran, dalam bentuk pemaksaan dan 

                                                             
24 Rena Yulia Nuryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 

dalam Penegakan Hukum,” Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan 20, No. 3 (2004): 311-

326, hlm. 311. 
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juga isolasi sosial. Misalnya berupa perasaan ketakutan daan perasaan terteror 

oleh si pelaku, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri korban, 

hilangnya kemampuan korban untuk bertindak, gangguan tidur, gangguan 

makan, disfungsi  seksual, gangguan fungsi tubuh yang ringan (misalnya 

seperti sakit kepala, gangguan pada pencernaan tanpa adanya indikasi medis). 

 

d. Kekerasan Seksual  

1) Kekerasan dalam rumah tangga secara seksual yang tergolong berat 

misalnya seperti pelecehan seksual dengan secara kontak fisik, seperti 

dengan meraba, menyentuh bagian organ seksual, mencium secara 

dengan paksa, merangkul serta perbuatan-perbuatan lain yang 

menimbulkan rasa muak/jijik, rasa terteror, rasa terhina dan merasa 

dikendalikan.  

2) Kekerasan seksual yang tergolong kategori ringan berupa pelecehan 

seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan bernada porno, 

siulan, ejekan, julukan dan atau secara pelecehan secara non verba, 

misalnya seperti ekspersi wajah, gerakan-gerakan tubuh dan juga 

perbuatan lainya yang meminta perhatian secara seksual yang tidak 

dikehendaki oleh korban, bersifat melecehkan dan atau menghina si 

korban.25 

 

3. Bentuk-bentuk Penelantaran Anak  

Pengertian anak terlantar tertera pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 

Ayat 6 bahwa: “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya 

secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Selain diatur dalam UU 

No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua di dalam KUHP, terdapat lima Pasal 

yaitu Pasal 305, 306, 307, 309. Kedudukan anak dalam hukum pidana telah 

dijelaskan KUHP diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, 

sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan 

perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. 

                                                             
25   B. Rudi Harnoko, “Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan,” Muwazah 2, No. 1 

(2010): 181- 188, hlm. 182. 
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Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam 

masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, 

masyrarakat, dan pemerintah (Pasal 6 Ayat (1)) menjadi tanggung jawab 

pemerintah (Pasal 8). Berkaitan dengan penelantaran anak di dalam Undang 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 termasuk kedalam tindakan kekerasan terhadap 

anak, secara jelas dinyatakan Pasal 1 Angka 15 a : “Kekerasan adalah setiap 

perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum.”. 

Peningkatan jumlah penelantaran anak oleh orang tua disebabkan oleh Sedikitnya 

ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama, faktor internal akibat 

melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, 

sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota 

keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di 

luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap 

anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota 

keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Rochmat Wahab, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif. Ia 

adalah Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 

2006- 2010 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui 

tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.27 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian terdapat 2 (dua) cara yaitu 

dengan cara pendekatan yuridis Normatif dan yuridis Empiris.28 Pendekatan 

yuridis Normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau 

bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan 

yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari 

permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.29 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses 

penelitian ini menggunakan data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan 

data pustaka. jenis data pada penulisan ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu: 

                                                             
27 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 

2004, hlm. 112. 
28 Amiruddin & Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2012), hlm. 118 
29 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press,2008, hlm. 32. 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil proses penelitian pada 

objek penelitian dalam skripsi ini. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dengan melakukan studi dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian hukum yang 

berwujud laporan dan berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. 

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat yaitu : 

a. Undang-undang No 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-undang 

No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh 

Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana 

b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 23 

Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga 

d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

 

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berisikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, yang merupakan bahan penunjang, terdiri dari buku-

buku, literatur-literatur dan keputusan- keputusan yang berkaitan dengan 

skripsi ini. 
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3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau 

literatur buku-buku. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu 

penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai 

berikut :  

1. Penyidik Kepolisian Resor Lampung Utara  : 1 Orang  

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  

Anak Kabupaten Lampung Utara   : 1 Orang  

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung : 1  Orang + 

 Total        : 3 Orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka  

Adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau 

masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari 

buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-

sumber lain. 
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2. Studi Lapangan 

Adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui 

observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau 

data dengan cara terjun langsung ke lapangan. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu suatu kegiatan 

merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi sebagai berikut : 

1. Identifikasi data, yaitu memeriksa atau meneiliti data yang keliru serta 

menambah atau melengkapi daya yang kurang. 

2. Klasifikasi data, merupakan penyusunan data dengan cara 

mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing- masing 

data pada tiap-tiap pokok bahasan. 

3. Sistematisasi, merupakan data yang diperoleh dan telah diubah kemudian 

dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara 

sistematis. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Pada tahap ini data yang diperoleh dari hasil 
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penelitian dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan 

data dan fakta yang dihasilkan kedalam bentuk penjelasan yang sistematis dan 

logis. 

 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penelantaran Anak 

oleh Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan dalam 

Rumah Tangga 

 

Dalam berbagai kajian tentang tindak pelanggaran terhadap hak anak, kasus 

penelantaran anak sebenarnya masuk ke dalam kategori child abuse, secara 

teoritis penelataran adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak 

disengaja membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, 

pangan, papan). Penelantaran terhadap anak tidak mengenal alasan 

motivasi/intensi. Disengaja maupun tidak, jika ada anak dibiarkan tidak 

memperoleh makan, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan pakaian 

yang layak untuk melindunginya dari berbagai penyakit dan bahaya maka 

insiden ini dikatakan penelantaran dan dikenakan sanksi.30 

Setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa) sering 

kali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang 

terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi 

untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan 

                                                             
30   Hadi Supeno. 2010. Kriminalisasi Anak. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 24 
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(secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka 

sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi 

yang tidak boleh dilanggar. Terlebih atas perbuatannya itu belum ada putusan 

hakim yang menyatakan bahwa pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak 

bersalah (asas praduga tidak bersalah). 

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status).31 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan 

dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak 

dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan 

sebaliknya. Peran terbagi menjadi :  

1) Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oeh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan 

masyarakat, pengaturan peran dalam pelaksannaan fungsi diatur dalam 

Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, tugas pokok diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 

Tahun 2002 dan kewenangan diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002.  

2) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan 

sosial yang terjadi secara nyata. Pengaturan mengenai aturan hukum yang 

berkaitan dengan peran diatur dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 20 

KUHP. 32 

3) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang 

                                                             
31  Soerjono Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 

212- 213. 
32 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rienka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 243-244 
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didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan yang 

sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.  

 

Kinerja aparat penagak hukum yang mana dalam penyelesaian perkara pidana 

banyak ditemukan korban kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga wajib 

memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang 

bersifat immateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat 

bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga 

kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam 

memperjuangkan haknya sangat kecil.33 

Dalam pembahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-

hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas halhal yang berkaitan 

dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. 

Memang sering dihadapkan dengan sejumlah kasus yang menunjukan mengenai 

proses jalur hukum yang belum mampu menjembatani aspirasi pencari 

keadilan.34 Pihak penegak hukum belum menjalankan tugasnya secara 

profesional, sehingga mengecewakan dan merugikan korban kejahatan yang 

merindukan keadilan.35 

Kinerja para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing 

dalam penegakan hukum, tidak terlepas dari tujuan hukum yang ada, yaitu 

                                                             
33  Arif Gusita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, hlm. 94. 
34  Amir Hamzah, 1986, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undangundang 

Hukum Acara Pidana, Bandung: Bina Cipta, hlm. 33. 
35 Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, 

Malang: Refika Aditama, hlm. 74. 
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terpelihara atau terjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban.36 Aparat 

penegak hukum di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga yang berdiri 

sendiri, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Selain telah 

diaturdalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh tiap 

Negara pun telah diatur oleh peraturan perundangan yang khusus mengatur 

lembaga-lembaga tersebut. 

Berdasarkan wawancara dengan Meta Wahyu mengatakan bahwa Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Polri) Polisi merupakan salah satu instrumen 

hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan 

mengayomi masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, tugas utama polisi 

adalah memelihara keamanan dalam negeri. Polisi merupakan garda terdepan 

dalam proses penegakan hukum di Indonesia, sebelum jaksa dan hakim.37  

Dua tugas polisi diatas menurut Mardjono Reksodiputro merupakan dua sisi dari 

fungsi polisi. Dalam mengkaji pola penaggulangan kejahatan kekerasan melalui 

mekanisme peradilan pidana, polisi memerankan fungsi penegakan hukum. 

Fungsi polisi sebagai penegakan hukum ini secara umum yang diharapkan 

masyarakat adalah penegakan hukum pidana (enforcing the criminal law), dengan 

mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kejahatan 

yang terjadi dengan menangkap serta menghadapakan pelakunya kepengadilan. 

Upaya menaggulangi kejahatan kekerasan dan kejahatan yang serius (violent and 

                                                             
36  Mohtar Kusumaatmadja and Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan 

Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum) (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 50. 
37   Hasil Wawancara dengan Meta Wahyu, Kanit PPA Polres Lampung Utara Lampung, Kamis 

09 Mei 2022. 
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serious crimes) ini, polisi didesak masyarakat untuk begerak cepat untuk 

melaksanakan tugas penegakan hukum. 

Lebih lanjut Meta Wahyu juga menjelaskan bahwa polisi berperan sebagai 

penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. 

Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Adapun wewenang kepolisian sebagai berikut: Melakukan 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Melarang setiap 

orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk 

kepentingan penyelidikan. Membawa dan menghadapkan orang kepada 

penyidik dalam rangka penyidikan. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai 

dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Memanggil orang untuk 

didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Menyerahkan berkas 

perkara kepada penuntut umum.38 

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. 

Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang 

berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. 

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan 

norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.39 Proses 

penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari adanya kepastian sistem 

                                                             
38  Ibid 
39  Siswantoro Sumarso, Penegakan Hukum Psikotropika (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 

hlm. 7. 
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hukum nasional yang dapat melihat jauh kedepan sehingga dapat menghindari 

maupun menjadi benteng terhadap kejahatan yang terus berkembang.40 

Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil 

tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni:  

1. Struktur hukum (structure of law); 

2. Substansi hukum (substance of the law); 

3. Budaya hukum (legal culture).  

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi 

perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup 

(living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Friedman menjelaskan bahwa 

struktur hukum : “To begin with, the legal sytem has the structure of a legal 

system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their 

jurisdiction …Strukture also means how the legislature is organized…what 

procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of 

crosss section of the legal system…a kind of still photograph, with freezes the 

action”.41 

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran 

pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), 

dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga 

berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan 

                                                             
40  Ibid 
41 Friedman Legal Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atasi Teori-Teori Hukum (susunann I), 

judul asli Legal Theory, penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, hlm. 5-6 
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sebagainya. Jadi struktur (legal structure) terdiri dari lembaga hukum yang ada 

dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.  

Dalam sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan 

patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah 

bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga 

permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan 

kokoh nya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya 

ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di 

dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang 

dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam 

struktur hukum dan budaya hukum.42 

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar 

target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan 

hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati 

dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada 

kepentingan mentaatinya.43 Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum 

karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat 

ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan 

kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum 

tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat 

ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi. 

                                                             
42 Ibid. hlm 193. 
43 S. Wojowasito dan Tito Wasito W, 1995, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung : 

Grafika, hlm 52. 
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Selain sistem hukum nasional yang baik, penegakan hukum juga tidak terlepas 

dari aparat penegakan hukum yang mampu bekerja professional dalam 

menegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak dilakukan sesuai dengan 

hukum yang berlaku. Kepolisian melakukan penyidikan terhadap setiap perkara 

yang ada dengan syarat telah memenuhi dua alat bukti pemulaan yang sah.  

Penuntut Umum menindaklanjuti perkara tersebut sesuai dengan kewenangannya, 

yaitu menuntut dan menyusun dakwaan, serta Hakim memutus semua perkara 

yang telah dilimpahkan ke pengadilan dengan berdasarkan dakwaan-dakwaan 

mengenai anak terlantar, baik dengan menggunakan KUHP atau Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 atau Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak yang telah disusun oleh Penuntut Umum. Keberadaan 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas 

perlunya pemberantasan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap 

anak.44 

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam 

kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut 

ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini mengandung konsekuensi 

bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 Tahun 1891) 

menjadi pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga. Undang-undang No 23 Tahun 2004 secara tegas mengatur bahwa 

pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga 

                                                             
44  Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah. 2019, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampng : Zam-zam 

Tower, hlm 42. 



43 
 

 

kepada kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun ditempat kejadian 

perkara (Pasal 26).  

Korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk 

melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat 

korban maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 Ayat (2)). Dalam hal 

korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali 

pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku  (Pasal 27).45 

Ketua Pengadilan Negeri, dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya 

permohonan, ia wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah 

perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut 

(Pasal 28). Dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga 

berlaku paling lama 1 Tahun dan dapat diperpanjang jika ada keterangan dari 

korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawanpendamping atau pembimbing 

rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan. 

Meta Wahyu juga menjelaskan bahwa penagggulangan tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga di Kabupaten Lampung Utara selama ini dilakukan polisi 

dengan memberkas perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui 

proses penyelidikan dan penyidikan serta meneruskannya ketingkat selanjutnya. 

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, supaya bisa 

menetukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan 

                                                             
45 Ibid 
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merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan 

bukti tersebut bisa membuat kerang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya.46 

KUHP merupakan aturan hukum bagi pelaksanaan peradilan pidana, mulai dari 

proses penyelidikan, penyidikan, penututan, pemeriksaaan di persidangan bahkan 

sampai melaksanakan penyidikan hanya kepada polisi. Tidak ada kekuasaaan lain 

yang berwenang melaksanakan penyidikan (penangkapan, penyitaan barang, 

penggeledahan dan penahana) selain polisi. Tersangka berhak memberikan 

keterangan secara bebas, dan wajib dijauhkan dari pemerasan takut (akibat 

intimidasi dan penyiksaan) saat menjalani pemeriksaan. Jika terjadi kekeliruan 

dalam proses peradilan, tersangka berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi 

(Pasal 50-58 KUHP). 

Kepolisian punya wewenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHP. Kepolisian Polres Lampung 

Uara selama ini melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga. Fungsi utama dari kepolisian adalah mengakkan hukum dan 

melayani kepentingan masyarakat umum. Dapat dikatakan tugas polisi adalah 

melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada 

masyarakat. Kepolisian Kabupaten Lampung Utara selama ini berusaha 

melakukan pelayanan yang terbaik kepada korban tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga. 
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Bahwa kebutuhan tersedianya Ruang Pelayanan Khusus yang didukung sumber 

daya manusia petugas kepolisian yang memiliki pengetahuan tentang konsep 

kekerasan gender, isntrumen hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah 

tersebut, serta berperspektif gender dan memiliki empati mutlak diperlukan di 

setiap tingkat kepolisian. Sayangnya, menurut penuturan petugas terkait 

keberadaan Ruang Pelayanan Khusus masih belum merata di seluruh Polres di 

Indonesia (karena di beberapa daerah masih kesulitan SDM dan biaya 

operasional). Selain itu Ruang Pelayanan Khusus yang sudah ada biaya 

operasionalnya sering berasal dari inisiatif pribadi Kapolres atau petugas Ruang 

Pelayanan Khusus sendiri. 

Selain itu pelayanan dari pihak kepolisian terhadap korban dianggap cepat dalam 

merespon laporan tentang terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga yang datangnya dari korban. Dalam hal kewajiban kepolisian untuk 

melindungi korban juga telah diupayakan dengan baik dari pihak kepolisian Polres 

Lampung Utara seperti yang diamanatkan dalam Pasal 20 huruf c Undang Undang 

No. 23 Tahun 2004 yaitu kewajiban kepolisian untuk melindungi korban. 

Terdapat perbedaan yang jelas antara KUHAP dengan UU 23 Tahun 2004 dalam 

hal proses penyidikan. Jika KUHAP lebih mementingkan pelaku untuk segera 

diproses penyidikannya maka UU 23 Tahun 2004 lebih mementingkan pelayanan 

korban terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban 

kekerasan dalam rumah tangga. Hak-hak korban tersebut diatur dalam Pasal 16 

sampai Pasal 38 UU 23 Tahun 2004, yakni : 
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1. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan 

kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan 

perlindungan sementara pada korban. 

2. Perlindungan ini diberikan untuk 7 hari. 

3. Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerja sama dengan tenaga 

kesehatan/ rumah sakit, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing 

rohani atau shelter jika ada. 

Penetapan Pengadilan terhadap perlindungan korban oleh Polri ini dalam 1x24 

jam harus segera diterbitkan : 

1. Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga 

korban, teman korban, kepolisian, pendamping atau pembimbing rohani. 

2. Wajib segera melakukan penyelidikan kasus setelah mengetahui atau 

menerima laporan tentang terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah 

tangga. (Pasal 19). 

Penyidik berhak melakukan penangkapan dan penahanan dalam kasus tindak 

kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-

undang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan alasan-

alasan sebagaimana diatur dalam KUHAP yakni :47 

a. Agar tersangka tidak melarikan diri 

b. Agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti 

c. Agar tersangka tidak mengulangi tindak pidana 

d. Memudahkan penyidik melakukan pemeriksaan penyidikan. 

 

Akan tetapi untuk jenis/ bentuk kekerasan yang bersifat psikhis, penyidik sering 

menemui kesulitan untuk menjerat pelaku untuk di lakukan penahanan, sebab 
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bukti tekanan psikhis yang diderita korban harus memerlukan kehati-hatian dalam 

mengukur tingkat tekanan psikhis. Disinilah penyidik harus dibekali dengan 

kemampuan yang profesional sebagai penyidik atau bisa melalui dokter 

ahli/psikiater untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap korban. 

Kaidah hukum yang mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah jelas 

diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tetapi dalam kenyataan, undang-undang ini 

belum tersosialisasi dengan baik dan benar di semua lapisan masyarakat, sehingga 

keberlakuannya sangat sulit sehingga mengakibatkan proses penyidikannya masih 

banyak yang gagal ditahap penyelidikan dan penyidikan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyuningsih yang menyatakan bahwa 

masih banyak keluarga atau rumah tangga yang belum tahu tentang tindak 

kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan keluarga tetapi sudah menjadi 

urusan publik, bahkan merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan 

mengancam jiwa manusia. Disamping itu masih banyak aparat hukum yang 

belum mengenal UU KDRT.  

Sehingga terjadi kendala bagi proses penyidikan kasus KDRT ketika korban 

melapor di RPK (Ruang Pelayanan Khusus) yang berada di Serse Polda ditiap-

tiap propinsi di Indonesia. Banyak penyidik yang belum melakukan proses 

pelayanan hukum terhadap korban dengan menjalankan prosedur perlindungan 

yang ditetapkan secara khusus oleh UU 23 Tahun 2004. Hal ini yang 

menyebabkan korban menarik kembali atau mencabut laporan dan pengaduan 

mereka.48 
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Fasilitas hukum yang disediakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak 

disetiap Polres sampai saat ini masih banyak yang belum memadai, seperti 

misalnya Pusat Pelayanan Terpadu yang memberikan pelayanan gratis kepada 

pelapor/ korban belum dijalankan sebagai mana mestinya. Kesadaran hukum 

warga masyarakat untuk tunduk pada UU Kekerasan dalam Rumah Tangga 

masih sangat minim. Sebagian masyarakat belum mau menyadari bahwa ada 

hukum yang melarang untuk melakukan kekerasan terhadap sesama anggota 

keluarga. Walaupun ada anggota masyarakat sudah mengetahui bahwa ancaman 

hukuman penjara bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi masih 

dipengaruhi budayapatriakhi atau memiliki kekuasaan yang melampaui batas 

dalam keluarga. 

Wahyuningsih juga menambahkan bahwa tingkat kesadaran hukum dari 

masyarakat masih jauh dari harapan untuk menghapus tindak kekerasan dalam 

rumah tangga, sehingga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga lebih 

memilih perceraian untuk mengakhiri persoalan KDRT dari pada mengharapkan 

proses penyidikan yang berlarut-larut dengan biaya yang cukup tinggi.49 

Setelah disahkannya UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, yang merupakan tonggak sejarah untuk menghapus diskriminasi 

terhadap perempuan dan menghapus kekerasan dalam keluarga, merupakan 

upaya pemerintah Indonesia dalam menjawab konvensi CEDAW dimana negara 

Indonesia telah ikut merativikasinya dengan segala konsekuensi menurut hukum 
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internasional.50  

Beberapa kelebihan yang dimiliki UU 23 Tahun 2004 dalam wajah hukum 

pidana Indonesia adalah antara lain : 

1. UU No 23 Tahun 2004 telah mendorong kasus KDRT dari wilayah hukum 

privat memasuki wilayah hukum publik. 

2. UU No 23 Tahun 2004 telah melakukan terobosan baru dalam hukum acara 

pidana yakni prinsip satu saksi bukan saksi, UU inimemberi hak saksi 

korban KDRT di tambah visum dokter telah memenuhi syarat pembuktian 

adanya tindak kekerasan. 

3. Lingkup rumah tangga telah diperluas oleh UU ini, yakni suami, isteri, anak 

dan semua yang ada dalam lingkup rumah tangga itu. 

4. Pengertian kekerasan dalam KUHP telah  diperluas oleh UU ini termasuk 

fisik, psikis dan seksual juga penelantaran rumah tangga. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tri Andrisman mengatakan bahwa 

penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana 

menurut UU No 23 Tahun 2004 dinamakan penanganan dengan sistem peradilan 

pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan 

dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan 

tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh 

karena itu Pasal 4 UU No 23 Tahun 2004 mengatur tujuan penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga adalah :51 

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga 
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2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga Menindak pelaku 

kekerasan dalam rumah tangga 

3. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. 

 

 

Berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini maka 

penanganan baik dalam tahap penyidikan maupun di persidangan maka harus 

ada keseimbangan antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku dan 

perlindungan korban serta pemulihan korban. Untuk itu maka pihak penyidik 

dalam melakukan penyidikan, tidak bekerja sendiri akan tetapi secara terpadu 

bekerja sama dengan tenaga kesehatan/ rumah sakit, pendamping korban, 

rohaniawan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap 

peristiwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan. Jika dalam 

penyelidikan selesai dan memasuki tahap penyidikan, maka kuasa hukum korban 

akan mendampingi korban disamping kuasa hukum pelaku mendampingi pelaku. 

Meta Wahyu menjelaskan bahwa tahapan pertama yang dilakukan adalah 

menyelesaikan Berita Acara sambil proses mediasi dilakukan oleh semua pihak. 

Mediasi disini adalah musyawarah mufakat dihadapan penyidik, jaksa dan atau 

hakim untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak dalam rangka 

memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tadi. Walaupun 

proses pidananya tetap berjalan sesuai hukum acara pidana yang diatur dalam 

KUHAP. Di tahap inilah Polri dalam hal ini penyidik Polri harus memiliki 

pemahaman police women desk serta profesional dan empati terhadap korban, 

yang sekarang ini telah terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus di Polda semua 
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provinsi di Indonesia yang khusus menangani penyidikan kasus KDRT. 52 

Tim Penyidik Polda yang bertugas di RPK Polda ini harus telah mengikuti 

pelatihan khususpenanganan kasus KDRT di Mabes Polri. Setelah berkas perkara 

rampung, korban harus mendapatkan hak-haknya sebagai korban KDRT sesuai 

UU 23 Tahun 2004 yaitu : 

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 

penasihat hukum, lembaga sosial ataupun pemerintah. 

2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis 

3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. 

4. Pendampingan oleh pekerja sosial, bantuan hukum pada setiap tingkatan 

pemeriksaan 

5. Penguatan psikologis dan bimbingan rohani. 

 

 

Meta Wahyu menambahkan juga bahwa pemberian hak- hak korban dilakukan 

sampai dengan korban pulih kesehatan fisik dan psikisnya dengan jangka waktu 

paling lama satu Tahun, jika diperlukan penahanan bagi sipelaku, maka kepolisian 

melakukan penahanan terhadap pelaku sesuai aturan hukum acara pidana yang 

berlaku dan tindakan selanjutnya adalah penyerahan berkas bersama-sama 

tersangka kepada kejaksaan untuk kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan di 

persidangan pengadilan. Persidangan pertama harus dibacakan terlebih dahulu 

hasil mediasi yang dilakukan oleh penyidik barulah kemudian pemeriksaan saksi-

saksi dan pemeriksaan bukti termasuk hasil visum et repertum, jika pembuktian 

telah selesai maka, pembacaan tuntutan hukuman atas tertuduh dan kemudian 

pembacaan pleidoi penasihat hukum dan terakhir adalah keputusan hakim. 53 

Bentuk-bentuk penelantaran anak juga membuktikan bahwa dimana orang dewasa 
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53   Hasil Wawancara dengan Meta Wahyu, Kanit PPA Polres Lampung Utara Lampung, Kamis 

09 Mei 2022. 



52 
 

yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk 

berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang 

cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan 

pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak 

di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke 

dokter). 

Tri Andrisman mengatakan bahwa kasus-kasus penelantaran anak yang sering 

terjadi membutuhkan penanganan yang tepat agar pelaku penelantaran 

mendapatkan hukuman yang pantas dan anak sebagai korban penelantaran dapat 

direhabilitasi. Namun selain itu, tentu penting pula untuk mengetahui faktor-

faktor apa yang menyebabkan terjadinya kasus penelantaran anak agar kasus-

kasus serupa tidak terulang dan hak-hak serta kebutuhan dasar anak dapat terjamin 

dengan baik.54 

Banyaknya faktor yang menyebabkan anak menjadi telantar membuat tindakan 

penelantaran sebagai salah   satu    masalah    sosial    anak    cukup    sulit    untuk    

diselesaikan. Dalam buku Abu Huraerah disebutkan bahwa ketelantaran anak 

secara umum dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: 

a. Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan 

sosial dalam keluarga normal. 

b. Ketelantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan atau ketidak 

mengertian keluarga orang tua, atau hubungan dalam keluarga tidak normal. 

 

Sementara itu, dalam buku yang berjudul “Masalah Sosial Anak” yang ditulis oleh 

                                                             
54 Hasil Wawancara dengan Tri Andrisman, Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum 
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Bagong Suyanto dan Lestari Basoeki mengemukakan bahwa di luar faktor 

budaya, beberapa faktor penyebab lain mengapa banyak terjadi penganiayaan 

anak dan penelantaran anak di antaranya ialah: pertama, orang tua yang dahulu 

dibesarkan dengan kekerasan cenderung meneruskan pendidikan tersebut kepada 

anak-anaknya. Kedua, kehidupan yang penuh stres seperti terlalu padat 

kemiskinan, sering berkaitan dengan tingkah laku agresif, dan menyebabkan 

terjadinya penganiayaan fisik terhadap anak. Ketiga, isolasi sosial, tidak adanya 

dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, tekanan sosial akibat situasi krisis 

ekonomi, tidak bekerja dan masalah perumahan akan meningkatkan kerentanan 

keluarga yang akhirnya akan terjadi penganiayaan dan penelantaran anak.55 

Selanjutnya Wahyuningsih menjelaskan bahwa selain faktor-faktor tersebut, ada 

juga beberapa isu-isu proritas penyebab penelantaran anak yang dihadapi anak-

anak terlantar antara lain sebagai berikut: 56 

a) Akibat krisis kepercayaan pada arti penting sekolah, dilingkungan komunitas 

masyarakat miskin acap terjadi kelangsungan pendidikan anak cenderung 

diterlantarkan. Bagi keluarga miskin, anak umumnya memiliki fungsi 

ekonomis sebagai salah satu sumber pendapatan atau penghasilan yang cukup 

signifikan, sehingga anak sudah terbiasa sejak usia dini dilatih atau 

dipersiapkan untuk bekerja di sektor publik. 

b) Akibat kekurangan pengertian mengenai pola perawatan kesehatan yang 

benar, dikalangan keluarga miskin upaya pemeliharaan kesehatan dan proses 

penyembuhan anak ketika sakit acap kali diterlantarkan. Di kalangan orang 

tua, kebiasaan merokok, ngopi dan kebutuhan orang tua sering didahulukan 

meski di saat yang sama dana yang mereka keluarkan untuk itu sebenarnya 

bisa saja dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak-anak 

mereka. 

c) Di lingkungan keluarga miskin, anak cenderung rawan diperlakukan salah dan 

bahkan potensial menjadi objek tindakan kekerasan (child abuse). Di 

keluarga miskin yang broken home, single parent, pemabuk dan keluarga 

miskin yang tengah dibelit persoalan kemiskinan yang kronis termasuk pula 
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Uara, Rabu 14 April 2022. 



54 
 

ketika salah satu sumber penghasilan penting keluarga itu terkena PHK, maka 

tidak jarang anak menjadi objek pelampiasan dan pengalihan sasaran 

kemarahan atau perasaan stress dari keluargannya. 

d) Anak-anak terlantar yang jauh dari kasih sayang, perlindungan dan 

pengawasan keluarga secara memadai, mereka umumnya potensial tergoda 

masuk dalam lingkungan pergaulan yang salah, dan bahkan sebagai di 

antaranya terbukti terlibat dalam perilaku patologis seperti: merokok, mabuk-

mabukkan, memalak, judi, dan kadang terlibat pula dalam tindakan kriminal 

kecil-kecilan. Pengaruh peer-group yang salah adalah faktor tambahan yang 

sering kali menyebabkan anak-anak terlantar tumbuh dan memperoleh 

referensi yang keliru tentang sikap dan perilaku mereka sehari-hari. 

e) Anak terlantar yang terlibat dalam kegiatan sosial secara intens atau aktivitas 

keagamaan sejak usia dini, mereka umumnya lebih mampu menyiasati 

tekanan sosial dan psikologis yang keliru dari lingkungan sosial di sekitarnya. 

 

Di tengah kehidupan kota besar yang relatif soliter, indivualis dan kontraktual, 

peran kerabat dan komunitas setempat dalam pengasuhan dan perlindungan 

terhadap anak-anak yang terlantar umumnya tidak banyak berkembang. Apa yang 

menjadi kebutuhan sosial anak-anak terlantar sebenarnya bukan hanya limpahan 

kasih sayang dan pola sosialisasi yang personal tetapi juga akses yang lebih baik 

terhadap pelayanan publik dasar terutama kesehatan dan pendidikan serta modal 

sosial dan peluang-peluang untuk menyongsong kehidupan di masa depan.57 

Perwujudan dalam memperoleh keamanan terhadap terjaminnya perlindungan 

terhadap anak-anak, maka dibentuk beberapa kebijakan hukum yang meliputi 

aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah yangbertujuan memberikan 

perlindungan hukum. Adapun peraturan-peraturan dimaksud adalah Kitab Undang 

Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

                                                             
57  Ibid. 
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Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.58 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua di 

dalam KUHP, terdapat 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 304, 305, 306, 307, 309. 

kedudukan anak dalam hukum pidana telah dijelaskan KUHP diletakkan dalam 

pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai 

hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum 

yang berlaku.59 

Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap 

proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian 

dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan 

yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 

287 KUHP, dalam Pasal disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila 

anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) Tahun. Sebagaimana diketahui 

bahwa penelantaran anak merupakan hal yang melanggar perlindungan hak 

terhadap seorang anak maka bagi pelaku penelantaran yaitu anak orang tua dapat 

diberikan sanksi-sanksi sebagai berikut: 

4. Pasal 304 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menempatkan 

atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum 

yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi 

kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan 

pidana penjara paling lama dua Tahun delapan bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 

 

5. Pasal 305 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa menempatkan anak yang 

umurnya belum tujuh Tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu 

dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima Tahun enam bulan”. 

 

                                                             
58  Ibid 
59 Ardiansyah&dkk. 2017, “Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut 

Persfektif Hukum Indonesia”. E-jurnal legalitas hukum, vol vii, no.1, hlm. 109. 
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6. Pasal 306 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304dan 305 mengakibatkan 

luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling 

lama tujuh Tahun enam bulan. 

(2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama 9 (sembilan) 

Tahun. 

 

7. Pasal 307 yang berbunyi: “Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 

305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam 

Pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga”. 

 

8. Pasal 309 yang berbunyi “Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu 

kejahatan dalam Pasal 304 - 308, maka hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No. 

4 dapat dicabut. Adapun maksud dari Pasal 35 No. 4 adalah pencabutan hak 

asuh, wali, pengawas orang tua terhadap anak berdasarkan penetapan 

pengadilan”. Sementara yang dimaksud dengan "luka berat" dalam Pasal 306, 

dapat merujuk pada ketentuan Pasal 90 KUHP, yang menggariskan bahwa 

luka berat berarti: 

a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan 

sembuh sama sekali, atauyang menimbulkan bahaya maut; 

b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau 

pekerjaan pencarian; 

c. Kehilangan salah satu panca indera; 

d. Mendapat cacat berat; 

e. Menderita sakit lumpuh; 

f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.42 

 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua 

menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 

dimana di dalam Undang Undang ini diatur hak-hak anak, tugas dan tanggung 

jawab sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka dan peranan Pemerintah 

mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha 

kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat, dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1) Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) 

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam 

asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. 

(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian 
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bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Anak 

berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan. 

(3) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan nya 

dengan wajar. 

2) Pasal 3 yang berbunyi “Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang 

pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan”. 

 

3) Pasal 9 yang berbunyi “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung 

jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani 

maupun sosial”. 

 

4) Pasal 10 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) 

(1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana 

termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbul nya 

hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut 

kuasa asuhnya sebagai orangtua terhadap anaknya. Dalam hal itu 

ditunjuk orang atau badan sebagai wali. 

(2) Pencabutan kuasa asuh dalam Ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban 

orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan 

kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. 

(3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan 

keputusan hakim. 

 

5) Pasal 11 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) Usaha kesejahteraan anak 

terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. 

(1) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau 

masyarakat. 

(2) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau 

masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti. 

(3) Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan 

pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh 

masyarakat. 

 

Wahyuningsih juga menjelaskan bahwa perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Menurut Undang Undang Nomor 39 

Tentang Hak Asasi Manusia, dimana Anak adalah setiap manusia yang berusia di 

bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 

Angka 5) yang memiliki asas-asas dasar sebagai hak asasi manusia yang diakui 

dan dijunjung oleh Negara Republik Indonesia sebagai hak yang secara kodrati 
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melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, 

dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, 

kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Pasal 2).  

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam 

masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, 

masyrarakat, dan pemerintah (Pasal 6 Ayat (1)) menjadi tanggung jawab 

pemerintah (Pasal 8). 60 Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, 

pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. 

(1) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat. 

(2) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau 

masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti. 

(3) Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan 

terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat. 

 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua 

Menurut Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana Anak 

adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum 

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah 

demi kepentingannya (Pasal 1 angka 5) yang memiliki asas-asas dasar sebagai hak 

asasi manusia yang diakui dan dijunjung oleh Negara Republik Indonesia sebagai 

hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang 

harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat 

kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Pasal 

                                                             
60  Hasil Wawancara dengan Wahyuningsih, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Uara, Rabu 14 April 2022. 
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2). Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam 

masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, 

masyrarakat, dan pemerintah (Pasal 6 Ayat (1)) menjadi tanggung jawab 

pemerintah (Pasal 8).61 

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengakibatkan 

matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

Tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta 

rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan 

oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau 

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan 

seharihari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau 

denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) 

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup 

rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak 

Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh 

suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau 

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau 

kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 

bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 

Penulis menganalisa bahwa secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan 

hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjebarkan 

di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian dari 

penjabaran nilai tahap ahkir, untuk menciptakan, memelihara dan 

                                                             
61 Ibid 
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mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.62 Penegakan hukum sebagai suatu 

proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut 

membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan 

tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.  

Penulis juga menganalisa bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang 

mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara tritunggal nilai, kaidah dan 

pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara 

nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang 

bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian 

pergaulan hidup. Gangguan-gangguan inilah yang sering disebut hambatan 

ataupun kendala-kendala dalam menjalankan suatu penegakan hukum 

dimasyarakat.63 

Dalam penegakan hukum terhadap hak-hak anak sering terjadi kendala- kendala 

adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dapat diklasifikasikan menjadi faktor 

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini menyangkut political will dari 

pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang 

berwawasan kepentingan anak sedangkan faktor internal penegakan hak anak 

meliputi pengaturan hukumnya, yang sangat berkaitan dengan bagaimana proses 

peraturan hukum itu dibentuk, yang antara lain mencakup:48 

1. Bagaimana cara dan syarat yuridis pembentukannya; 

2. Apakah materi hukumnya telah sesuai dengan semangat, nilai, asas dan kaidah 

hukum tentang anak; 

3. Apakah peraturan pelaksanaan yang dikehendaki telah sesuai dan dipersiapkan 

                                                             
62  Soejono Soekanto. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 5. 
63  Abintoro Prakoso. 2016. Hukum Perlindungan Anak. Yogjakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 

117-118. 
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untuk menghindari kekosongan hukum; 

4. Aparat penegak hukumnya yang terlibat langsung sudah memahami tentang 

5. hak-hak anak dan mampu menegakkannya;  

6. Budaya hukum masyarakatnya, yang dimaksud adalah struktur sosial serta 

pandangan kultural yang menyangkut keyakinan masyarakatnya pada hukum 

dan penegakannya; 

7. Masyarakat hukum itu sendiri yaitu masyarakat tempat bergeraknya hukum 

dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut kepedulian masyarakat dan 

kepatuhan masyarakat terhadap penegak hukum. 

 

Meta Wahyu mengatakan bahwa pendekatan dengan menggunakan sarana penal 

terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem 

peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi, dan 

depenalisasi), perbaikan saran- saran sistem, peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. 

Secara sistematik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem 

peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaana, pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. 

Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil dan 

pelaksanaan hukum pidana.64 Tujuan sistem peradilan pidana (criminal justice 

system) adalah: 

1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan 

2) Menyelesaikan kasis kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa 

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Mengusahakan agar 

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi 

kejahatannya. 

Sistem peradilan pidana (crimal justice system) dianggap berhasil apabila 

                                                             
64   Hasil Wawancara dengan Meta Wahyu, Kanit PPA Polres Lampung Utara Lampung, Kamis 

09 Mei 2022. 
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sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban 

kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang 

pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan 

pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara 

fungsional. Antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam 

mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karakteristik yaitu: 

1. Berorientasi pada tujuan 

2. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya 

3. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas 

4. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu. 

5. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain 

6. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu. 

 

Ketika efektivitas telah dicapai maka harus juga memperkuat kemampuan 

operasional penanggulangan pula yaitu dapat dipadukan 3 (tiga) kemauan yaitu: 

political will, social will dan individual will. Kehendak pemerintah (pollitical will) 

dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui 

berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak 

boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk 

patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak 

berbuat kejahatan.56 Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut 

dapat ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut: 

1) Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan 

organisasi, personal dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana, 

Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung 

kejahatan dengan jangkauan ke masa depan; 

2) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, 

tepat, murah dan sederhana serta koordinasi antar aparat penegak hukum dan 
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aparatur pemerintahan terkait; 

3) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan 

penanggulangan kriminal. 

 

Proses penegakan hukum, tidak saja dibutuhkan untuk melaksanakan peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga dibutuhkan instrumen penggeraknya seperti 

institusi-institusi penegak hukum yang merupakan komponen-kompenen dari 

sistem Peradilan Pidana seperti Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, badan 

peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Apabila dipandang dari sudut sosiologis 

peranan (role) akan senantiasa berkaitan dengan suatu kedudukan (status), dengan 

demikian memahami peranan Polri tidak terlepas dari kedudukannya dalam sistem 

ketatanegaraan yang dianut.  

Pada negara Demokrasi, fungsi Kepolisian dapat dikelompokkan kedalam tiga 

fungsi yang menuntut watak dan cara kerja yang berbeda satu sama lain, yakni: 

fungsi memerangi kejahatan (fighting crime), fungsi melindungi warga (protecting 

people), dan fungsi memelihara ketertiban umum (preservation law and order). 

Fungsi-fungsi Kepolisian demikian itu kemudian melahirkan empat peranan yang 

harus diemban, yakni: peran sebagai badan penegak hukum (law enforcement 

agency), peran sebagai pemelihara ketertiban (law and order maintenance), peran 

sebagai juru damai (peace keeping official), dan peran sebagai pelayanan publik 

(public servant). Peranan tersebut diharapkan bermuara kepada out put 

melindungi (to protect) dan melayani (to serve) warga, sehingga polisi dapat 



64 
 

menjadi penjaga nilai-nilai sipil dalam iklim kehidupan bermasyarakat.65 

Penulis menganalisa bahwa permasalahan anak terlantar merupakan dilema, 

artinya di satu sisi orang tua telah mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar anak 

secara fisik, psikis, ekonomi maupun sosial sehingga anak tidak memperoleh hak 

sebagaimana telah dimanatkan dalam undang-undang. Namun di sisi lain, tidak 

dapat dipungkiri bahwa kondisi orang tua yang memprihatinkan karena tidak 

memiliki pekerjaan ataupun penghasilan yang tetap untuk mencukupi kebutuhan 

anak. Disamping itu persoalan anak terlantar bukan saja menjadi tanggung jawab 

orang tua, namun menjadi tanggung jawab pemerintahan maupun masyarakat 

seperti yang telah dimanatkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. 

 

B. Upaya oleh Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penelantaran 

Anak oleh Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga 

 

Upaya-upaya dalam penyelesaian kekerasan penelantaran terhadap anak yang di 

bawah umur yang dilakukan oleh internal Diskrimsus Polres Lampung Utara telah 

dilakukan melalui 3 (tiga) cara yakni: upaya represif, upaya preventif dan upaya 

pre-emtif. Upaya penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan 

politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu 

melalui jalur non penal atau tindakan preventif dan jalur penal atau tindakan 

represif. Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat 

penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Meta Wahyu yang mengatakan bahwa 

                                                             
65 A. Kadarmanta, 2007, Membangun Kultur Kepolisian, Jakarta : PT.Forum Media Utama, hlm. 

170. 



65 
 

 

Institusi Polri merupakan aparat dari komponen SPP (criminal justice system) 

yang terikat pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau UU 

No.8 tahun 1981). Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum (law 

enforcement agency), juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat (order maintenance officer).66 

Dalam model yang lain, tugas polisi dapat dipilah kedalam upaya preventif dan 

represif. Upaya preventif dilakukan dengan maksud mencegah terjadinya 

kejahatan yang meresahkan masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan 

polisi melalui tindakan penyidikan kasus kejahatan. Tujuannya agar pelaku 

kejahatan dapat diseret kepengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal (jika 

terbukti). Tindakan represif dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang 

goncang akibat dicabik-cabik perilaku para penjahat (restitutio in integrum).67 

Penggunaan upaya hukum pidana (penal) sebagai ultimum remedium, 

dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk 

bidang kebijakan penegakan hukum sebagai upaya yang rasional unuk mecapai 

kesejahteraan masyarakat.68 Sedangkan menurut A. S. Alam penanggulangan 

kejahatan secara empirik terdiri dari atas 3 (tiga) bagian pokok yaitu: 

1. Upaya Preventif 

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam 

tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang 

ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 

                                                             
66   Hasil Wawancara dengan Meta Wahyu, Kanit PPA Polres Lampung Utara Lampung, Kamis 

09 Mei 2022. 
67 M. Kohidin & Sadjijono, mengenal figur polisi kita, (Yogyakarta: LaksBang, 2007), hlm. 58 
68 Henny Nuraeny. 2011. Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: Sinar Grafika,  hlm. 275 
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Pihak-pihak yang harus bertanggungjawab dalam mencegah terjadinya tindak 

pidana penelantaran anak tersebut dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu 

secara individu, masyarakat, pemerintah dan aparat kepolisian. Jadi dalam upaya 

preventif itu adalah bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta 

bagaimana aparat kepolisian menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, 

lingkungan dan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam 

pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan perbuatan menyimpang 

dan meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan 

ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. 

Upaya-upaya preventif ini adalah upaya yang dilakukan untuk menghadapi pelaku 

kejahatan seperti dengan pemberian sanksi pidana berupa hukuman sesuai dengan 

hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, 

pencegahan serta perlindungan sosial. Namun masih ada hambatan karena 

keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan yang disebabkan :  

a. Kejahatan itu timbul oleh faktor lain diluar jangkauan hukum pidana. 

b. Keterbatasan tersebut disebabkan juga oleh sifat atau hakikat sanksi dan fungsi 

hukum pidana itu sendiri. Sanksi pidana bukanlah obat untuk mengatasi sebab-

sebab penyakit tetapi sekedar mengatasi gejala atau akibat dari penyakit. 

c. Kebijakan yang berorientasi kepada dipidananya pelaku sangat salah karena 

sanksi pidana berarti diarahkan pada tujuan mencegah agar orang tidak 

melakukan tindak pidana dan bukan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi.  

d. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan perumusan sanksi pidana yang bersifat 

kaku dan imperatif sehingga hakim tidak mempunyai pilihan.  

e. Lemahnya sarana pendukung Menurut Ruslan Saleh mengemukakan tiga 
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alasan perlunya sanksi pidana:  

1. Sasaran yang ingin dicapai tidak melalui paksaan ; 

2. Untuk adanya usaha perbaikan bagi si terhukum; dan   

3. Sebagai bahan pembelajaran bagi orang yang belum melakukan 

pelanggaran hukum untuk tidak melakukannya. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Meta Wahyu yang 

menyatakan bahwa sampai saat ini upaya preventif dalam upaya penanggulangan 

penelantaran anak dilakukan melalui tindakan: 69 

a.) Kepolisian Resort Lampung Utara (Polres Lampung Uara) dalam hal ini Unit 

Diskrimsus sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifat nya 

terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara 

menyeluruh dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan 

memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan 

kejahatan. 

b.) Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan peduli sekitarnya, 

apabila melihat dan mengetahui telah terjadi penelantaran anak di bawah umur 

dan langsung dapat segera melapor ke kepolisian terdekat agar cepat ditangani 

oleh aparat yang bersangkutan. 

 

2. Upaya Represif 

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang 

                                                             
69   Hasil Wawancara dengan Meta Wahyu, Kanit PPA Polres Lampung Utara Lampung, Kamis 

09 Mei 2022. 



68 
 

tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan 

hukuman. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak 

para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali 

agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang 

melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya 

dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan 

ditanggungnya sangat berat.  

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan 

(treatment) dan penghukuman (punishment), sebagai berikut ini :  

 

1) Perlakuan (treatment)  

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang 

membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :  

a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang 

paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan 

kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu 

berbahaya sebagai usaha pencegahan.  

b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak 

berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku 

kejahatan.70  

 

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan 

baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini 

dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan 

                                                             
70 Abdul Syani, 1989, Sosiologi Kriminalitas, Bandung : Remadja Karya, hlm. 139. 
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kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat 

seperti sediakala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua 

tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku 

kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si 

pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, 

baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan 

masyarakat dan pemerintah.  

 

2) Penghukuman (punishment)  

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan 

(treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah 

dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-

undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem 

pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, 

maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar 

hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan 

berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.  

Upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana “penal” 

mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Oleh karena itu, 

sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus selalu digali, 

dimanfaatkan, dan dikembangkan. Penggalian dan pengembangan upaya nonpenal 

lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan 

masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar; bahkan merupakan keharusan, 

karena hal ini pun merupakan tugas atau “amanat” yuridis yang digariskan juga 
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oleh Undang-Undang untuk Polri. 

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang 

tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Selain 

tindakan preventif, pihak Unit Diskrimsus Polres Lampung Utara juga melakukan 

upaya represif setelah terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan represif yang 

dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan dan 

undang-undang kepolisian.  

Aparat yang bekerja di lapangan tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-

wenang, apabila terjadi kesalahan prosedur maka harus diproses dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.71 Meta Wahyu mengaakan bahwa adapun 

penanggulangan tindak pidana penelantaran anak yang bersifat represif dilakukan 

melalui tindakan:72 

b.) Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana penelantaran yang 

melibatkan anak di bawah umur yang ditindaklanjuti dengan melakukan 

penyelidikan ke tempat kejadian guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan. 

c.) Setelah ditentukan dilakukan penyidikan, dilakukan pencarian bukti-bukti 

yang berkaitan dengan penelantaran anak tersebut yaitu didapatkan 

melaluikondisi anak tersebut ketika pertama ditemukan dan melakukan 

medical check up secara menyeluruh terhadap si anak. Dan kemudian pihak 

kepolisian melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap prostitusi 

online tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan tersangka berdasarkan 

bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan dari saksi atau korban. 

d.) Setelah penangkapan kepada tersangka yang diduga dan jika cukup bukti 

(adanya keterangan saksi dan adanya bukti permulaan yang cukup) dilakukan 

penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Setelah 40 

hari dilimpahkan ke Kejaksaan. Pengungkapan kasus penelantaran anak 

tersebut akan terungkap atas laporan masyarakat sekitar yang kemudian pihak 

                                                             
71 Paramitha Dwinanda Putri. 2018. Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap 

Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Kota Surakarta), (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 9. 
72  Hasil Wawancara dengan Meta Wahyu, Kanit PPA Polres Lampung Utara Lampung, Kamis 09 

Mei 2022. 
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kepolisian menindaklanjutinya. 

 

 

Selain itu, dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem 

peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit 

terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, 

pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang 

terangkai dan berhubungan secara fungsional. Penganganan awal tindak pidana 

pada system peradilan anak memiliki kesamaan dengan pidana pada umumnya, 

yaitu dimulai dari proses penyelidikan karena adanya laporan dari korban kepada 

pihak kepolisian.73 Upaya represif dalam pelaku kejahatan agar tidak melakukan 

hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di 

kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, yang mungkin lebih 

besar merugikan masyarakat dan pemerintah.74 

 

3. Upaya Pre-emtif 

Upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian 

untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 

penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah dengan menanamkan nilai-nilai 

atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi 

dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran 

atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak 

akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang. 

Upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian 

dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kekerasan dalam rumah 

                                                             
73 Nikmah Rosidah. 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampng : Aura, hlm 34.  
74 Ibid 
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tangga dan ancaman hukuman kekerasan dalam rumah tangga, usaha yang 

dilakukan oleh Bhabinkamtibmas secara bersamasama dengan melibatkan 

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sehingga dapat diberdayakan dalam 

rangka pengawasan terhadap kelompok atau orangorang yang berpotensi 

melakukan tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Dan diharapkan 

Kepolisian ataupun masyarakat bisa menjadi bagian dari sistem informasi dan 

saling bersinergi dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga. 

Meta Wahyu menjelaskan bahwa Unit Diskrimsus Polres Lampung Utara sejauh 

ini telah berusaha untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma agama 

dengan mengadakan kegiatan meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya 

penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pemahaman 

nilai-nilai atau norma-norma agama yang baik, diharapkan dapat meminimalisir 

ataupun mengedukasi masyarakat terhadapadanya penelantaran anak yang terjadi 

atau sedang terjadi di lingkungan sekitarnya. Jadi dapat diketahui bahwa pihak 

Diskrimsus Polres Lampung Utara telah aktif dalam melakukan upaya pre-emtif 

guna mencegah terjadinya penelentaran anak tersebut melalui sosialisasi-

sosialisasi kepada masyarakat.75 

Selain itu, pihak yang menanggulangi dalam tahap ini juga bisa dilakukan oleh 

tokoh agama atau ulama. Ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan 

terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak 

kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain 

Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa 

                                                             
75  Hasil Wawancara dengan Meta Wahyu, Kanit PPA Polres Lampung Utara Lampung, Kamis 09 
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baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara 

melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak 

terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus- menerus, sehingga terbentuk 

budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. 

Wahyuningsih menjelaskan bahwa upaya pre-emtif juga dilakukan oleh Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berpendapat bahwa faktor yang 

menyebabkan dan penelantaran terhadap anak oleh ibunya disebabkan konflik 

rumah perceraian dan rebutan hak asuh. Faktor tersebut memicu ibu 

melakukan pelanggaran hak anak, hingga melakukan tindak kekerasan dan 

terdahap anak mereka. Oleh sebab itu, KPAI sejak Tahun 2017 

merekomendasikan penguatan ketahanan keluarga, salah satunya keseriusan 

dalam revitalisasi pendidikan pranikah.76 

Terbentuknya pemahaman berkeluarga yang benar dan baik dapat meminimalisasi 

kehendak pasangan suami istri untuk mengurangi angka perceraian dan 

melakukan kekerasan, atau terlantarnya anak. Ada hal lain yang harus disoroti dari 

kebijakan pengintensifan kursus pranikah model baru ini. Sebab, persoalannya 

ternyata bukan semata-mata edukasi bagi calon pengantin. Seandainya pasangan 

calon pengantin mampu memahami materi kursus, itu pun mungkin hanya untuk 

mengurangi dorongan perceraian. Namun belum menjadi solusi bagi maraknya 

perceraian, ataupun kasus kekerasan dan penelantaran anak.  

Berdasarkan upaya-upaya di atas maka tidak terlepas dari hambatan- hambatan 

atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Diskrimsus Polres Lampung Utara 

                                                             
76  Hasil Wawancara dengan Wahyuningsih, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Uara, Rabu 14 April 2022. 
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dalam menangani penelantaran anak tersebut. Upaya penegakan hukum akan 

lebih efektif apabila Negara tersebut menganut system demokrasi karena nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya dapat memberikan kontribusi yang positif 

bagi para penegak hukum. Perlindungan korban (tentunya termasuk anak), 

dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) 

maupun yang konkret (langsung).  

Berdasarkan pendapa Tri Andrisman bahwa perlindungan yang abstrak pada 

dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau 

dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara 

itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan 

yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat 

materiil maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa 

pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. 

Pemberian perlindungan yang bersifat non materi dapat berupa pembebasan 

dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.77 

Perlindungan terhadap anak korban penelantaran dapat dilakukan melalui 

hukum, baik hukum administrasi, perdata maupun pidana. Penetapan tindak 

pidana penelantaran pada anak dan upaya penanggulangan penelantaran 

pada anak dengan hukum, melalui berbagai macam tahap, sebenarnya 

terkadang pula upaya perlindungan bagi anak korban penelantaran, meski masih 

bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa 

ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih 
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belum menampakkan pola yang jelas. Sistem peradilan pidana, baik hukum 

pidana positif maupun penerapannya pada dasarnya lebih banyak 

memberikan perlindungan yang abstrak.78 

Adanya perumusan (penetapan) perbuatan penelantaran terhadap anak 

sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang–

undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan “in 

abstracto”, secara tidak langsung, terhadap anak korban penelantaran dalam 

keluarga. Dikatakan demikian, karena tindak pidana dalam hukum positif 

tidak dianggap sebagai perbuatan menyerang, melanggar kepentingan hukum 

seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dianggap sebagai 

pelanggaran.79 

Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggung jawaban pidana tidak 

ditujukan pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi 

hanya perlindungan secara tidak langsung dan abstrak, dengan demikian, 

pertanggung jawaban pidana oleh pelaku kejahatan (penelantaran) bukanlah 

pertanggung jawaban pidana terhadap kerugian korban secara langsung dan 

konkret, tetapi lebih merupakan pertanggung jawaban pidana yang bersifat 

pribadi, dalam pertanggung jawaban secara pribadi / individual pada 

dasarnya juga terkandung adanya perlindungan korban penelantaran secara 

tidak langsung, dan bahkan terhadap calon-calon korban atau korban 

potensial.80 
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In concerto oleh badan (lembaga) yang berwenang misalnya pidana mati, 

penjara maupun pidana denda, dapat memberikan rasa puas bagi korban dan 

rasa aman (tenang) bagi korban potensial. Pemberian pidana kepada pelaku 

kejahatan penelantaran anak memang belum bisa memberikan rasa keadilan 

yang sempurna. Lebih – lebih apabila korban mengalami kerugian secara 

materiil maupun secara fisik. Perlindungan hukum terhadap korban, yang 

bersifat abstrak, masih jauh dari rasa keadilan. Pemberian ganti rugi atau 

kompensasi dari pelaku melalui proses alternatif (proses diluar peradilan) 

justru dinilai lebih bermanfaat dan berkeadilan. 

Penulis menganalisa bahwa pemberian perlindungan terhadap anak korban 

kekerasan dan penelantaran, khususnya yang berupa pemenuhan ganti rugi, 

kompensasi, dan / atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari si 

pembuat kebijakan. Penegakan hukum terhadap anak korban perlakuan salah 

dan penelantaran sudah di tegakkan oleh para Penegak hukum, namun 

prosesnya belum sampai ke pengadilan, dikarenakan proses hukum yang 

dilakukan hanya sampai di tahap pembinaan dan mereka sempat dimasukan 

ke ruangan isolasi selama beberapa jam (tahap ini hanya anak sendiri tanpa 

ada dampingan dari orang tua) namun mereka tidak merasakan efek jera 

terhadap apa yang telah dilakukan oleh penegak hukum khususnya polisi 

sehingga membuat mereka tidak mengindahkan apa yang telah dihimbau 

oleh penegak hukum.  

Penyebab dari perlakuan salah dan penelantaran anak tidak terlepas dari 

orang tua, dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 
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Kesejahteraan Anak Pasal 1 Menyatakan Bahwa: 

“Anak Berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 

berdasarkan kasih saying baik dalam keluarganya maupun asuhan khusus 

untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dalam kenyataan yang kita 

hadapi anak-anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang, asuhan dan 

perhatian dari orang tuanya sehingga mereka menjadi korban perlakuan 

salah dan penelantaran”. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dimana 

dalam Undang- Undang ini diatur hak-hak anak, tugas dan tanggung jawab 

sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka dan peranan pemerintah 

mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap 

usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

Pasal 9, bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab 

atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun 

sosial”. Pasal 10 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (1) Orang tua yang terbukti 

melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, 

sehingga mengakibatkan timbul nya hambatan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orangtua terhadap 

anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.  

Pasal 11 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (1) Usaha kesejahteraan anak 

terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. 

(2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau 
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masyarakat. (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah 

dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti. (4) 

Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan 

terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat. 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua 

Menurut Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana 

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun 

dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 

tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 Angka 5) yang memiliki asas- 

asas dasar sebagai hak asasi manusia yang diakui dan dijunjung oleh Negara 

Republik Indonesia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak 

terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan 

demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan 

kecerdasan serta keadilan (Pasal 2). Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Korban Penelantaran Oleh Orang Tua di dalam KUHP, terdapat 5(lima)Pasal 

yaitu Pasal 304, 305, 306, 307, 309.  

Kedudukan anak dalam hukum pidana telah dijelaskan KUHP diletakkan 

dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang 

mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut 

ketentuan hukum yang berlaku.81 Sebagaimana diketahui bahwa penelantaran 

anak merupakan hal yang melanggar perlindungan hak terhadap seorang anak 

maka bagi pelaku penelantaran yaitu anak orang tua dapat diberikan sanksi-

                                                             
81   Ardiansyah and Ferdricka Nggeboe, “Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang 

Tua Menurut Persfektif Hukum Indonesia,” Legalitas: Jurnal Hukum 10, no. 1 (2018): 146–

74, https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.160, hlm. 109. 
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sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 304 KUHP bahwa “Barang 

siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan 

sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 

persetujuan dia wajib’’. 

Perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua 

menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan 

Anak, mengatur tentang larangan terhadap orang tua yang menelantarkan anak 

dengan penjelasan sebagai berikut : Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 

10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76I,Pasal 77A dan 

Pasal 88 sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 76A: 

Setiap orang dilarang:  

a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak 

mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat 

fungsi sosialnya; atau  

b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif. 

 

Pasal 76B: 

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh 

melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. 

Pasal 76I: 

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau 

seksual terhadap Anak. 

Pasal 77: 

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Pasal 77B: 

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
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Pasal 88: 

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

 

Pasal-Pasal diatas telah menguraikan tentang sanksi terhadap pelaku 

penelantaran anak dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak. 

Perlindungan anak bertujuan unttuk memberikan rasa aman kepada anak 

sebagai korban. Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

Pasal 71 Mneyatakan Bahwa: “Perlindungan Khusus bagi Anak korban 

perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 

Ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, 

perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial”. 

Upaya penanganan kasus penelantaran anak belum terlalu efektif  dikarenakan 

hanya Dinas Sosial, LPKS, dan LSM upaya-upaya yang dilakukan oleh 

instansi-instansi tersebut yaitu melakukan bimbingan teknis, pendampingan dan 

pengendalian, pemberi bantuan sosial bagi anak jalanan, dan membuat rumah 

singgah agar anak-anak jalanan di didik dan dibina, sedangkan yang harus 

berperan penting pada kasus tersebut yaitu kepolisian, akan tetapi kepolisian 

hanya melakukan pembinaan dan teguran lisan kepada orang tua dan anak 

sehingga tidak merasakan efek jera dan mengulanggi tindakan yang sama oleh 

Karena itu diperlukannya tindakan yang lebih tegas agar merasakan efek jera. 

Penulis menganlisa bahwa perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban 

Penelantaran Oleh Orang Tua Menurut Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak 
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Asasi Manusia, dimana Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 Angka 5) 

yang memiliki asas-asas dasar sebagai hak asasi manusia yang diakui dan 

dijunjung oleh Negara Republik Indonesia sebagai hak yang secara kodrati 

melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, 

dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, 

kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Pasal 2).  

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam 

masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, 

masyrarakat, dan pemerintah (Pasal 6 Ayat (1)) menjadi tanggung jawab 

pemerintah (Pasal 8). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran 

Oleh Orang Tua Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana anak merupakan 

bagian dari lingkup keluarga dan dilarang melakukan kekerasan terhadap anak 

dan pengaturan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan terhadap 

anak, diketahui bahwa penelantaran anak oleh orang tua merupakan wujud 

kekerasan yang dapat berdampak fisik maupun psikis. 
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V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan 

penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh 

Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

adalah Kepolisian melakukan penyidikan terhadap setiap perkara yang ada 

dengan syarat telah memenuhi dua alat bukti pemulaan yang sah. Penuntut 

Umum menindaklanjuti perkara tersebut sesuai dengan kewenangannya, yaitu 

menuntut dan menyusun dakwaan, serta Hakim memutus semua perkara yang 

telah dilimpahkan ke pengadilan dengan berdasarkan dakwaan-dakwaan 

mengenai anak terlantar, baik dengan menggunakan KUHP atau Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Undang-Undang No.35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak yang telah disusun oleh Penuntut Umum. 

2. Upaya Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh 

Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
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yang dilakukan oleh internal Diskrimsus Polres Lampung Utara telah 

dilakukan melalui 3 (tiga) cara yakni: upaya Pre-Emtif, upaya Preventif dan 

upaya Represif. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Hendaknya para penegak hukum lebih meningkatkan sosialisasi terhadap 

masyarakat agar masyarakat lebih tahu tentang konsekuensi atau ancaman 

pidana bagi setiap orang yang melakukan penelantaran anak yang merupakan 

tindak pidana yang ada ancaman pidananya atau dapat di pidana.  

2. Perlunya dilakukan tindakan tegas oleh pemerintah terhadap pelaku 

penelantaran anak karena mengingat penelantaran anak merupakan suatu 

tindak kekerasan dalam rumah tangga dan perilaku tersebut bertentangan 

terhadap norma dan moral. Untuk mencegah banyaknya penelantaran anak 

yang disebabkan oleh faktor perceraian orang tua, maka pemerintah daerah 

maupun lembaga masyarakat diharapkan dapat memberi penyuluhan, 

pendampingan psikologis terhadap keluarga yang bercerai sehingga anak 

sebisa mungkin tidak merasakan kehilangan kasih sayang dari salah satu 

ataupun kedua orang tuanya.  
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